BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam
Sistem Presidensil adalah wewenang mengangkat Pejabat Publik atau
Hak Prerogatif Presiden. Struktur Organisasi Kementerian yang ada
dianggap oleh Presiden belum mampu mengerjakan semua tugas-
tugas Kementerian Negara, sehingga Presiden perlu untuk
mengangkat jabatan Wakil Menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur
dalam bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara. Secara Empiris di angkat atau tidaknya
Wakil Menteri harus di dasarkan pada analisis kebutuhan dan beban
kerja yang tidak dapat di penuhi oleh suatu Kementerin maka Presiden
dapat mengangkat Wakil Menteri. Akan tetapi jika beban kerja
tersebut dapat di penuhi oleh suatu Kementerin maka Presiden tidak
perlu mengangkat Wakil Menteri.

2. Mahkamah Konstitusi kemudian menginstruksikan Presiden untuk
membuat suatu Peraturan yang dapat melegitimasi keberadaan Wakil
Menteri, kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Pada Pasal 3 Perpres Nomor 60

Tahun 2012 yang memuat tugas Wakil Menteri tidak melahirkan
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24.

kepastian hukum oleh karenanya terjadi tumpang tindih antara Perpres
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Hal ini berkaitan dengan Asas Lex specialis derogat legi generali
yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang
bersifat Khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang

bersifat umum (lex generali).

Saran

. Presiden hendaknya menjelaskan kepada Publik beban kerja seperti

apa yang membutuhkan penanganan secara khusus maka perlu di
angkatnya Wakil Menteri. Sementara, Perpres Nomor 60 Tahun 2012
tentang Wakil Menteri bahkan belum mampu memberikan ketegasan
mengenai Kedudukan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi

Kementerian Negara.

. Jabatan Wakil Menteri di masa yang akan datang sebaiknya

ditiadakan, karena hanya akan menimbulkan Problematika di dalam
Struktur Organisasi Kementerian Negara. Seperti yang telah dibahas
sebelumnya, terjadi tumpang tindih pada bunyi Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan
Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 yang memuat tugas Wakil

Menteri.
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